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Abstrak  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia (KUHP Baru) membawa 
perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia, khususnya melalui 
pengakuan resmi terhadap hukuman sosial dalam bentuk sanksi kerja sosial. Hal 
tersebut menunjukkan transformasi dari model pidana yang murni bersifat 
retributif menuju kerangka komunitarian dan rehabilitatif. Studi ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif. Studi ini menelaah penerapan hukuman 
sosial dalam konteks hukum komunitarian, dengan menggunakan perspektif 
teoretis Hukum yang Hidup sebagai dasar pembentukan normatifnya dan 
Keadilan Restoratif sebagai kerangka untuk tujuan serta pelaksanaannya. Studi 
menganalisis apakah hukuman sosial, khususnya sanksi kerja sosial, masih 
memenuhi definisi retributif klasik tentang “hukuman” atau seharusnya dipahami 
sebagai bentuk “tanggung jawab sosial” dan secara kritis menilai isu keadilan 
dalam penerapan hukuman sosial khususnya ditengah kebhinekaan Indonesia. 
Studi ini menyimpulkan meskipun hukuman sosial merupakan inovasi penal 
progresif, tetapi efektivitasnya bergantung pada standar normatif yang konsisten, 
proporsionalitas, dan perlindungan prosedural. 
 
Kata kunci: Hukuman Sosial, Hukum yang Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Baru , Keadilan Restoratif, Komunitarian 

 
Abstract  

The New Indonesian Criminal Code (KUHP Baru) brought a change in 
Indonesian’s criminal law, particularly through the official recognition of social 
punishment formed in community service. This indicated a transformation from a 
purely retributive punishment model toward a communitarian and rehabilitative 
framework. This study used normative legal research methods. The study 
examined the application of social punishments within the context of 
communitarian law, using the theoretical perspective of Living Law as the basis 
for its normative formation and Restorative Justice as the framework for its 
purpose and implementation. The study had analyzed whether social punishment, 
particularly community service sanctions, met the classical retributive definition of 
“punishment” or should be understood as a form of “social responsibility” and 
critically assessed the issue of justice in the application of social punishment, 
particularly in the context of Indonesia's diversity. This study concluded that 
although social punishment is a progressive penal innovation, its effectiveness 

 



 Penerapan Hukuman Sosial Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Baru dalam Konteks Hukum Kemasyarakatan 
(Gilbert Christhew Gunawan, Susanto Waluyo, Artika Wilda 
Kusuma, Fathul Burhani Arsyadi, Aida Dewi)  

 

 
Volume 9, Nomor 1, Tahun 2026 
 
 

283

depends on consistent normative standards, proportionality, and procedural 
protection. 
 
Key words: Social Punishment, Living Law, New Penal Code, Restorative 
Justice, Communitarian 

 
PENDAHULUAN  

Reformasi hukum pidana di Indonesia telah lama didorong oleh kebutuhan untuk 
menyelaraskan hukum positif dengan realitas sosial, pluralisme budaya, dan konsep 
keadilan yang berkembang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) merupakan tonggak penting dalam agenda 
reformasi ini. Hukum tidak lagi dipahami hanya sebatas instrument koersif negara 
yang berfokus pada retributif saja, melainkan juga sebagai sarana pengelolaan konflik 
sosial yang berorientasi pada restorasi tatanan masyarakat.1 

KUHP Indonesia berasal dari hukum pidana kolonial Belanda yang dikenal 
sebagai Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië yang diberlakukan pada 
tahun 1915 dan diterapkan di Hindia Belanda pada tahun 1918. Pasca kemerdekaan 
1945, hukum tersebut dipertahankan menjadi Undang-Undang No.1 tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana (sekarang dikenal dengan KUHP Lama) sebagai 
dasar kesinambungan hukum selama periode awal pembentukan negara. KUHP lama 
mencerminkan filosofi hukum Eropa dengan penekanan kuat pada konsep retributif 
dan seringkali kurang relevan secara budaya dan pengakuan terhadap nilai sosial 
lokal. Reformasi legistatif berlanjut melalui berbagai proses akademis dan program 
pengembangan hukum nasional menghasilkan Undang-Undang No.1 tahun 2023 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2 

KUHP baru memperkenalkan beberapa sanksi alternatif yang berbeda dari 
sistem pidana yang lama yang berpusat pada penjara. Sanksi tersebut berupa 
hukuman sosial, terutama sanksi kerja sosial (pidana kerja sosial). Kebijakan tersebut 
mencerminkan kesadaran normatif bahwa pemenjaraan bukan satu-satunya jalan 
yang efektif (bahkan tidak selalu efektif) dalam mencapai tujuan pemidanaan.3 Dalam 
praktiknya, pidana penjara kerap menimbulkan efek disintegratif bagi pelaku maupun 
masyarakat dan memperlebar jarak antara hukum negara dan rasa keadilan sosial. 
Oleh karena itu, hukuman sosial dalam KUHP secara eksplisit dirancang untuk 
mencerminkan nilai-nilai sosial, memulihkan harmoni sosial, dan mengurangi 
ketergantungan pada pemenjaraan.4 

Perspektif Hukum yang Hidup masyarakat (Living Law), hukum tidak boleh 
dipahami sebagai seperangkat aturan negara yang kaku, melainkan sebagai 
cerminan nilai-nilai dan praktik yang benar-benar diterapkan masyarakat dalam 
kehidupan sehari-harinya. Pandangan ini menjadi sangat relevan, mengingat sifatnya 
yang multikultural. Secara historis, hukum adat Indonesia lebih mengutamakan 
harmoni sosial dibandingkan hukuman pidana.5 Dalam hal ini, dimasukkannya sanksi 
sosial dalam KUHP baru bukanlah hal arbitrer, melainkan upaya untuk memformalkan 
dan mengesahkan secara hukum norma-norma komunitas yang sudah ada, 

 
1 (Adinda dkk., 2024; Nadianti & Ali Kusumo, 2025) 
2 (Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis 2024) 
3 (Jennifer M. Miller 2025) 
4 (Wicaksana dan Mas Putra Zenno Januarsyah 2025) 
5 (Selajar dan Martha 2023) 
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memastikan bahwa negara tidak membuat undang-undang yang terlepas dari realitas 
sosial. 

Sejalan dengan perspektif Hukum yang Hidup, Restorative Justice memandang 
tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan 
sebagai pelanggaran hubungan antara individu (pelaku, korban, dan komunitas).6 
Dalam model ini, tujuan hukuman dimaksudkan untuk memperbaiki dan 
menyembuhkan. Konsep hukuman kerja sosial muncul sebagai alat yang logis yang 
memungkinkan pelaku untuk mengambil tanggung jawab aktif, mengembalikan 
kepada masyarakat melalui tindakan nyata yang bertujuan membangun kembali 
keseimbangan yang hilang daripada hanya membatasi diri di dalam penjara.7 

Integrasi kedua konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dan keadilan 
restorative, dalam sistem hukum pidana tidak serta merta terbebas dari tantangan 
implementatif. Memasukkan hukum adat atau hukum lokal menjadi tantangan untuk 
menyeimbangkan kebebasan hakim dalam pertimbangannya (diskresioner) dengan 
kebutuhan kepastian hukum dan banyaknya peraturan lokal. Diversitas nilai local tiap 
daerah, menyatukan kriteria ini tanpa melanggar kesetaraan di hadapan hukum 
merupakan tugas yang rumit dan belum terselesaikan. Oleh karena itu, protokol yang 
ketat dibutuhkan untuk mengawasi pekerjaan sosial dan mencegah penerapan 
hukuman ini secara diskriminatif.8  

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya menganalisis 
penerapan hukuman sosial dalam KUHP Baru dalam konteks hukum 
kemasyarakatan. Fokus kajian diarahkan pada pemaknaan hukuman sosial sebagai 
instrumen pemidanaan yang berorientasi pada nilai-nilai sosial, relevansinya dengan 
konsep Hukum yang Hidup, serta implikasinya terhadap pembentukan sistem 
pemidanaan yang lebih responsif, adil, dan berakar pada realitas sosial masyarakat 
Indonesia.9 Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang tidak hanya 
legalistik, tetapi juga sosiologis dan berkeadilan substantif. 
 
METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian Hukum 
Normatif, merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma 
hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum.10 Pendekatan yang 
digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 
pendekatan kasus guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu 
hukum yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, 
bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran 
hukum deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif dan menjawab 
permasalahan hukum yang dirumuskan. 
 
 
 

 
6 (Pupu Sriwulan Sumaya 2024) 
7 (Nimerodi Gulo dkk. 2024) 
8 (Mubarok dan Yulianti 2023) 
9 (Gilbert Purba dan Rahaditya 2025) 
10 (Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani 2020, 29) 
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PEMBAHASAN   
Hukum yang Hidup sebagai Dasar Normatif Hukuman Sosial dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang Baru 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara resmi mengakui layanan 
masyarakat sebagai sanksi pidana utama atau alternatif untuk pelanggaran tertentu, 
terutama kejahatan ringan dan kasus yang melibatkan pelaku pertama kali. Kebijakan 
ini mencerminkan niat eksplisit untuk memanusiakan hukuman pidana, mengurangi 
kepadatan penjara, dan memperkuat reintegrasi sosial pelaku. Kebijakan ini juga 
menandai perubahan mendasar dalam paradigma pemidanaan yang berorientasi 
pada retributive menuju korektif, restoratif, dan berorientasi pada kebermanfaatan 
sosial.11 

Dasar teoretis dari hukuman sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Baru dapat ditelusuri ke konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law), 
yang awalnya diartikulasikan oleh Eugen Ehrlich dan kemudian dikembangkan dalam 
kajian hukum Indonesia. Dalam konsep hukum yang hidup, pengakuan terhadap 
sanksi sosial menekankan bahwa hukum memperoleh legitimasi tidak hanya dari 
undang-undang yang disahkan tetapi juga dari norma sosial, nilai-nilai moral, dan 
praktik yang benar-benar mengatur kehidupan masyarakat. Sementara teori klasik 
berfokus pada hukuman sebagai respons yang sebanding dengan kerugian moral 
(retributive), pemikiran hukum kontemporer menawarkan pandangan yang berbeda. 
Saat ini, legitimasi suatu hukuman tidak terletak pada rasa sakit yang ditimbulkan, 
melainkan pada kemampuannya untuk memulihkan tatanan dan melindungi 
hubungan komunitas.12 Paradigma restoratif pada hukum pidana untuk mencegah 
disparitas hubungan sosial dan mendorong pemulihan jalinan kolektif.13 

Kerangka baru ini, hukuman sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
tidak boleh dilihat sebagai sekedar alternatif teknis dari penjara, melainkan sebagai 
instrumen untuk mendefinisikan kembali tanggung jawab pidana. Reformasi hukum 
pidana harus mencerminkan realitas Sosial-Budaya Indonesia, bukan sekedar 
menyalin model pidana asing.14 Kerja sosial mengubah pelanggar dari sekadar objek 
hukuman negara menjadi subjek dengan kewajiban moral untuk memperbaiki 
kerugian yang ditimbulkan. Hukuman sosial dalam KUHP baru berfungsi sebagai 
sarana restoratif yang menegaskan kembali keteraturan sosial dan solidaritas 
komunitas, sehingga legitimasi pidana tidak lagi bertumpu pada penderitaan, 
melainkan pada pemulihan relasi sosial. 15 Dengan menuntut agar terpidana 
melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat, negara mengembalikan 
proses pemberian sanksi ke lingkungan, memungkinkan keadilan terwujud sebagai 
tindakan kontribusi dan tanggung jawab sosial.16 

Perspektif filosofis, konsep sanksi sosial didasarkan pada pandangan hukum 
sebagai institusi moral yang secara intrinsik terkait dengan kehidupan komunitas. 
Dalam skema ini, hukum pidana melampaui fungsinya sebagai alat koersif negara 
untuk menjadi mekanisme etis yang bertugas menjaga keseimbangan dalam 
hubungan sosial. Berdasarkan premis ini, setiap pelanggaran hukum dipahami 
sebagai gangguan terhadap tatanan sosial, sehingga pemulihannya tidak boleh 

 
11 (Arafat 2025) 
12 Ibid pp 33-46 
13 (John Braithwaite 2002, 3–8) 
14 (Kristanto dan Ismail 2025) 
15 (Wantara, Hartanto, dan Suryono 2020) 
16 (John Braithwaite 2002, 239–268) 
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terbatas pada proses kelembagaan yang terisolasi, melainkan harus mencakup 
dimensi sosial yang aktif.17 Pendekatan ini sepenuhnya konsisten dengan doktrin 
hukum yang hidup (living law), yang menyatakan bahwa keabsahan dan efektivitas 
suatu norma tergantung pada keselarasan dengan nilai-nilai yang dibagikan oleh 
masyarakat.18 

Pada sisi lain, inklusi sanksi sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Baru merupakan respons terhadap kebutuhan normatif untuk menyelesaikan krisis 
struktural dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, seperti kepadatan penghuni dan 
efek kontra-produktif dari hukuman penjara jangka pendek. Penelitian empiris 
kontemporer telah menunjukkan bahwa pemidanaan, terutama untuk pelanggaran 
ringan, sering gagal mencapai tujuan rehabilitasi dan justru meningkatkan 
kemungkinan residivisme. 19 Dalam hal ini, sanksi sosial muncul sebagai alternatif 
yang lebih rasional dan proporsional, karena memungkinkan pelanggar 
mempertahankan hubungan ekonomi, budaya, dan afektifnya, yang merupakan 
elemen penting untuk mencapai reintegrasi sosial yang efektif dan mencegah alienasi 
individu. 20 

Dengan memasukkan hukuman sosial ke dalam hukum positif, negara mengakui 
bahwa sanksi pidana yang efektif harus selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan 
demikian, hukuman sosial mewujudkan hukum hidup dengan menerjemahkan norma-
norma tanggung jawab dan harmoni komunitas ke dalam mekanisme hukum formal.21 

 
Keadilan Restoratif sebagai Tujuan dan Proses Hukuman Sosial 

Dalam perspektif teori retributif klasik, hukuman didefinisikan sebagai 
penderitaan yang sengaja diberikan sebanding dengan kesalahan moral pelaku. 
Dalam kerangka ini, legitimasi hukuman terletak pada kemampuannya untuk 
menyatakan kecaman moral.22 

Hukuman sosial menantang definisi teori retributive klasik. Layanan masyarakat 
utamanya tidak menimbulkan penderitaan tetapi memberlakukan kewajiban yang 
diarahkan pada kontribusi sosial. Meskipun membatasi kebebasan dan menimbulkan 
beban, alasan utamanya bersifat konstruktif daripada bersifat menghukum.23 
Sementara hukum yang hidup memberikan dasar normatif, keadilan restoratif 
menawarkan kerangka teoretis untuk memahami tujuan dan pelaksanaan hukuman 
sosial. Keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan kerugian, keterlibatan pihak 
yang terdampak, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.24 

Sanksi layanan masyarakat sangat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan 
restoratif. Alih-alih menekankan penderitaan atau balas dendam, hukuman sosial 
fokus pada akuntabilitas, kontribusi konstruktif, dan rekonsiliasi sosial. Pelaku 
diwajibkan untuk mengakui dampak sosial dari tindakan mereka dan turut aktif dalam 
memperbaiki kerugian yang dialami komunitas. 25 

 
17 Selajar and Martha, op. cit.   
18 (Sudarno 2022) 
19 (Suʻesuʻe, Pilger, dan Riley 2025) 
20 (Hartanto 2019, 59–61) 
21 (Wantara, Hartanto, dan Suryono 2020)op. cit.  
22 (Nimerodi Gulo dkk. 2024) 
23 (Faidatul Hikmah dan Rio Armanda Agustian 2023) 
24 (John Braithwaite 2002, 3–15) 
25 (Pupu Sriwulan Sumaya 2024) Locit, pp1136–43 
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Studi empiris dalam literatur keadilan pidana terkini menunjukkan bahwa sanksi 
restoratif terkait dengan tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan 
hukuman yang bersifat retributif murni, terutama untuk pelanggaran ringan.26 Keadilan 
restoratif bekerja karena menyembuhkan korban, memulihkan hubungan, menahan 
pelaku dengan cara yang bermakna, dan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam 
masyarakat. Dengan menangani dimensi manusia dan sosial dari kejahatan, keadilan 
restoratif menghindari siklus hukuman dan residivisme yang membebani penjara 
konvensional. 27 Dalam hal ini, hukuman sosial tidak hanya berfungsi secara moral 
atau simbolis tetapi juga bersifat pragmatis yakni mencegah pelaku untuk mengulangi 
kejahatan melalui keterlibatan sosial dan tanggung jawab.28 

Keadilan restorative dalam hukuman sosial menimbulkan pertanyaan baru terkait 
apakah hukuman sosial masih layak disebut sebagai “hukuman” atau seharusnya 
dikonseptualisasikan sebagai “tanggung jawab sosial”? Dalam hal ini, hukuman sosial 
menempati posisi hibrida yang mempertahankan unsur-unsur hukuman (paksaan, 
kewajiban, dan stigma hukum) sementara secara bersamaan membingkai ulang 
hukuman sebagai proses pemulihan moral dan sosial.29 Dengan demikian, hukuman 
sosial merupakan evolusi, bukan penyangkalan hukuman, yang mencerminkan filosofi 
pemidanaan pasca-retributif.30 
 
Keadilan dan Kesenjangan Wilayah dalam Penerapan Hukuman Sosial 

Penerapan hukuman sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di 
Indonesia menempatkan keadilan di pusat perdebatan, terutama di tengah pluralisme 
hukum dan kesenjangan regional. Dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, 
sanksi ini bergantung pada nilai dan praktik lokal, yang menghasilkan variabilitas yang 
signifikan dalam bentuk dan intensitasnya tergantung pada wilayahnya.31 

Dari teori hukum hidup, efektivitas hukum berasal dari norma-norma sosial yang 
mengakar dan tidak hanya dari negara. Dalam kerangka ini, hukuman sosial menjadi 
sah ketika terintegrasi dengan kebiasaan lokal. Dalam hal ini, sanksi memperoleh nilai 
substansial ketika selaras dengan rasa keadilan komunitas dan berhasil 
mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu oleh kejahatan. 32 

Salah satu tantangan dalam hal tersebut berupa variabilitas lokal. Jika kewajiban 
pelayanan masyarakat berbeda secara substansial berdasarkan adat setempat, 
pelanggar yang melakukan pelanggaran serupa mungkin mengalami sanksi yang 
tidak setara. Hal ini berisiko merusak kepastian hukum dan keadilan prosedural.33 

Teori keadilan restoratif menawarkan sebuah solusi dengan meletakkan keadilan 
sebagai sebuah perbaikan hubungan sosial dan bukan keseragaman. Dalam 
pendekatan ini, keadilan restoratif menekankan kesalahan tindakan daripada 
kesalahan individu, berfokus pada apa yang salah daripada siapa yang salah, 
sehingga mampu menekankan perbaikan daripada sekadar hukuman.34 Konsep 

 
26 (Skinner-Osei dan Osei 2024) 
27 (Suʻesuʻe, Pilger, dan Riley 2025) op. cit. 
28 (Yani 2015) 
29 (Jennifer M. Miller 2025) op. cit. 
30 (Stern dkk. 2025) 
31 (Brown 2019) 
32 (Van Baarle, Widdershoven, dan Molewijk 2025) 
33 (Liu dan Bai 2024; Pupu Sriwulan Sumaya 2024)op. cit.  
34 (Van Baarle, Widdershoven, dan Molewijk 2025), op. cit. 
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tersebut memprioritaskan keadilan kontekstual daripada yang mekanis, selama 
martabat manusia dan hak-hak fundamental dihormati.35  

Selain itu, untuk mencegah agar otonomi lokal tidak berubah menjadi sewenang-
wenang, sangat penting untuk menetapkan batasan yang jelas. Secara filosofis, harus 
ada keseimbangan antara penghormatan terhadap hak yang hidup dan perlindungan 
terhadap keadilan universal. Negara harus menjamin standar minimum dalam 
proporsionalitas hukuman, sifat non-diskriminasi, serta perlindungan hak asasi 
manusia melalui pengawasan yudisial.36 Nilai-nilai adat harus menjadi panduan, tetapi 
tidak boleh menggantikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. 
Tanpa perlindungan semacam itu, hukuman sosial berisiko menjadi sewenang-
wenang daripada bersifat restoratif. 37 
 
Hukuman Sosial dan Pengurangan Residivis 

Secara umum, tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk mengontrol 
masyarakat agar menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat. 38 
Selanjutnya, tujuan utama dari hukuman sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Baru adalah pengurangan tingkat residivisme. Dengan mempertahankan 
ikatan sosial pelaku kejahatan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, sanksi kerja 
sosial bertujuan untuk mencegah efek kriminogenik dari pemenjaraan, seperti 
stigmatisasi dan keterasingan sosial. 39 

Ketika diterapkan secara konsisten dan proporsional, hukuman sosial memiliki 
potensi untuk memperkuat kohesi sosial sekaligus mencapai tujuan pemidanaan.40 
Dalam hal ini, tingkat keberhasilannya tergantung pada kapasitas institusi, partisipasi 
masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan terhadap hasilnya. 41 

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan 
mulai dari jaman W.V.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP: 1. 
Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara, 
harus diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana 
layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik 
tembok penjara. 2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.42 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Hukuman sosial di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Baru, 
merupakan pergeseran signifikan menuju paradigma pidana yang komunal dan 
restoratif. Berlandaskan pada konsep hukum hidup dan dioperasionalkan melalui 
prinsip-prinsip keadilan restoratif, sanksi pelayanan masyarakat mencerminkan 
realitas Sosial-Budaya Indonesia dan aspirasi untuk sistem peradilan pidana yang 
lebih manusiawi. 

 
35 (Procter-Legg, Hobson, dan Quimby 2024) 
36 (UNDOC 2020, 18–23) 
37 (Pupu Sriwulan Sumaya 2024)op. cit.  
38 (Hartanto 2019, 12–19)  
39 (Hartanto 2019, 59–61) 
40 Jia (Liu dan Bai 2024) 
41 (Suʻesuʻe, Pilger, dan Riley 2025) op. cit 
42 (Hartanto 2019, 59–61) 
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Akantetapi, hukuman sosial menimbulkan tantangan teoretis dan praktis yang 
kompleks, terutama terkait klasifikasinya sebagai bentuk hukuman dan penerapannya 
secara adil di berbagai daerah. Untuk memenuhi janjinya sebagai sanksi yang efektif 
dan adil, hukuman sosial harus dilaksanakan dalam kerangka normatif yang jelas 
yang menyeimbangkan nilai-nilai sosial, kepastian hukum, dan hak-hak fundamental. 
Hanya dalam kondisi ini hukuman sosial dapat memberikan kontribusi yang berarti 
bagi pengurangan residivisme dan terealisasinya keadilan substantif. 
 
Saran 

Ketiadaan bukti empiris yang mendukung argumen normatif dan konseptual 
menjadi dasar kurangnya landasan argumentatif berbasis bukti. Pembahasan umum 
dan variabilitas regional dalam penerapan hukuman sosial tanpa contoh rinci dari 
praktik mengurangi relevansi praktis dari rekomendasi. Penulis berharap dalam 
penelitian di masa mendatang akan memperkuat jurnal dengan memberikan validasi 
empiris dan wawasan yang lebih spesifik terhadap konteks, sehingga mampu 
memberikan panduan kebijakan yang lebih jelas, serta strategi implementasi yang 
lebih efektif. 
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